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ABSTRAK

Pemerintaban Nagari merupakan Pemerintahan terendah vang langsung
herhadapan  dengan masyarakal sesuai dengan semanpat Chonemi Daerah.
ionomi Daerah meropakan kewenangan deerab untuk mengater dan menpunis
kepentingan masvarakat setempal menunat nisiasi sendiri herdasarkan aspirasi
masyasakat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Pemerintzhan Magart menunit Peraturan Daerall Provinsgt Sumatera Barat Nomor
2 Tahun 2007 1entang FPokok-Pokok Pemerintahan Mapari terdiri dari Pemerintah
Maparn dan Badan Permusyvawaratan Magari. Badan Permuosvawaratan Nagar
merupakan bagian dari Pemerintahan Nagari vang berhadapan langsung dengan
masyarakol di Mapari yang pembentukannya berfujuan uatuk menjadikan Nagari
schagai cntitas atau kelompok yang menerapkan demokratisasi di sepala aspek
hidang kehidupan. Begalannya demokratisasi di Nagari tidak terlepas dari peran
Badan Permusyawaratan Magari vang memberikan pendidikan pelitik kepada
masvarakal Magari dalam rangka Ouwmomi Dacrah serta mendinemisasikan
struktur ketstanegeraan Republik Indonesia menuju kesrah yang lebih baik.
Dalam Undang-Undang Momor 32 Tabun 2004 tentang Pemcerintahan Daersh
Badan Permusyawaratan Magari dapat memiliki fungsi menstapkan Peraturan
Magari bersama Wali Napaes, menampuny dan menyvalurkan aspirasi masvarzkat,
Dengan adanya beberapa funpsi tersebut, Badan Permusyawaratan Magari sebagai
badan legistasi terendah bisa mendorong kemujuan pembangunan Nagari, baik
pembangunan infrastruktur maupon pembanguman manosianya,  Permasalahan
vang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan fungsi Badoen
Permusyawaratan Mapari, Rendala-kendala vang dibadapi dalam  pelaksanaan
fumgsi Badan Permusyawaratan MNagari, dan care untuk mengatasi kendala-
kendala vang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan
Magari. Metode pendekatan vang digusakan dalam penelitian ini adalah vuridis
sosiclogis (empiris) dengan lokasi penclitian Kenagarian Sungai Rimbang
Kabupaten Lima Puluh Kota, Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan
fungsi Badan Permusyvawaratan MNagari Sungai Rimbang  sudah  berjalan
semeslinys, namun masih terdapat beberapa fakior vang skan menjadi antangan
vaitu dinamisasi masyarakat Magari Sunpai Rimbang dan hubungan dengan
pemerintzhin vang lehih tinggi.



BAB I
PENDAHULLUAXN

A. Latar Belakang

Dalam konstitusi Megara Republik Indonesia diovatakan babwa Newara
frdonesia adalah Newgara k) yang mempuenyvai iwjuan menciptakan lertily
hukum dan kepastian hukem bagi jalannya kehidupan arganisasi pemerintahan di
Indonesia dan Nepara hukum adalah Nepara vang berlandaskan stas hukum.” Akan
tetapi juga yang penting adalah menyukseskan pembangunan di segala bidang
puna mencapal cita-cita nasional berdasarkan Pancasifa vaitu menuju masvarakat
ad:l dan makmmur,

Untuk menciptakan tgjuan masvarakat vang adil dan makmur maka
dibutbkanlah aturan Hukum Taa Mewara vang sistematik dan prosedural vang
diartikan sebapai hukum dan kenyvataan prakiik vang mengatur fentang:

1. Milzi-nilai uhur dan eita-cita kolekuf rakyat suatu Negara:

2. Format kelembagaan orpanisasi Nepara ;

Ao Mekamisme hubungan antar lembaga Negara; dan

4. Mekanisme hubungan antara lembaga Negara dengan warga Negara,

" Bunyi Pasal | avat (3) Undang-Undang Dasar Meagara Republik Indonesin Tabun 1945, Sekretards
Jenderal dan Kepanitersan Mahkamah Konstitusi Bepublik Indonesia, 2008, him 5.

" Didi Mazmi Yunas. Konsepsi Negora RHukum, Anpgkoza Raya, Padang, 1942 him 20,
* limly Asshiddigie, Mokok-potof Hukem Tora Negpara Tndonesis Pacen Heformasi, PT. Bl
Mo Popeler, Jakarta, 2007, him 25,
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kecil membuuhkan organisasi Negara vang hirrkis dari pusat sampai ke daerali,
Dibarenaban wilavab vang luas lersebut, schungga udak monckon ek peimeriniai
pusal menjalankan secara langsung pemerintahan dari ibukols Negara,' Denpan
demikim  dibuuhkan  struktur organisasi ketatspegaraan vang  hirarkis  dan
sistematis.

Lntuk mendukung struktur organisasi ketataneparaan vane hicarkis dan
sislematis, maka  dibentuklah  pemedintaban dacrah vang  menjalunkan  roda
pemerintahan di daerah sebagaimana vang diamanatkon oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesin Tabun 19495 baik sebelum perubahan maupun
sesudah perubaban, Sepeni vang tercantum dalum BAB VI Undung-Undang asar
Megara Tabhun 1943 setelab perubuhan mengenai Pemerintahan Dacrah, Dalam
Pasal 18 ayat (5] dicantumkan babwa “Pemerintahan Daerab menjalankan otonom
seluas-luasnya, Kecuali urusan pemerintzban vanp oleh undang-undang ditentukan
schapal urusan Pemerintah Pusat”™” Dapat diartikon bahwa  daerah METmEng
diberikan otonomi vang seluas-luasnya, namun untuk beberapa urusan masih
ditangani oleh Pemerintah Pusat yang tercantum dalam Pasal 10 avar (3) Undang-
Lindang Momor 32 Tahun 2004 entang Pemerintaban Dacrah meliputi:®

u. Politik luar negeri;

! Harsone, Hukwm Tara Negara Pemerintahian Lotal dari Masa Ke Mava, Liberty, Yopvakara,
1992 him |,

" Bunyi Pasal 18 ayat (51 Undang-1Undang Dasar Megary Republik Indonesia Tahen 1045,
Sekretariat Jenderal dan Kepaniterann Mahkamah Konstitusi Bepublik Indonesis.

" LM-RI Tabun 2004 Momor 1235
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BAR IV

FEMLUTLIP

A, kesimpulan

Berdusarkan hasil penelitian dan pembabasan vang diuratkan pada Hab

sehelismnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebapai berikuor;

1.

Il

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagart di Kenapariun Sungui
Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kols harmos sesus dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku vaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahuen
2004  tentang Pemerintahan  Daerah.  Peratuwran Pemenntab Republik
Indonesia Tahun 2005 tentang Desa, Persturan Dacrah Provinsi Sumatera
Barat Momor 2 Tabun 2007 wentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagan.
Feraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahon 2007
tentang Pemerintahan Nagari. Dari hirarki Persturan Perundang-Undangan
tersehut dapat disimpulkan Fungsi Badan Permusvawaratan Magarl adalah:
(1) Mengusulkan dan menctapkan Peraturan Magar bersama dengan Wali
Magrart, (1) Menampung dan menvalurkan aspirasi masyarakat., dan (mi)

Melakukan pengawasan terhadap jalannyva Pemerintahan Nagari.

Badan Permusyvawaratan Nagan di Kenagarian Sungai Rimbang Kabupaten
Lima lulub Kota telah menjalankan fungsinvs vanp sesual denpan

Peraturan Perundang-Undangan yang berfaku, namun dalam menjalankan

67
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